
 

73 

 

LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Penelitian 

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian 

No. Pertanyaan Informan 

Prinsip Akuntabilitas & Transparansi 

Tahap Perencanaan 

1. 

Bagaimana proses perencanaan dalam 

pengelolaan dana APBDes, apakah telah 

dapat dikatakan baik apabila ditinjau 

berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 

2018 ? 

H. Husnul Khuluq, 

S.E sebagai Kepala 

Desa 

2. 

Apakah anda berkenan menunjukkan 

bukti ? Berupa dokumen, atau surat-surat 

yang menyatakan bahwa pengelolaan 

APBDes tersebut sudah dapat dikatakan 

baik. 

H. Husnul Khuluq, 

S.E sebagai Kepala 

Desa 

3. 

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam 

setiap proses perencanaan penyusunan 

APBDes ? 

H. Husnul Khuluq, 

S.E sebagai Kepala 

Desa 

4. 
Apa yang perlu dipertimbangkan dalam 

proses penyusunan anggaran APBDes ? 

H. Husnul Khuluq, 

S.E sebagai Kepala 

Desa 

Tahap Pelaksanaan 

1. 

Bagaimana mekanisme tahap 

pelaksanaan yang dilakukan oleh 

pemerintah desa Kesamben Wetan dalam 

proses mengelola dana APBDes ? 

M. Qodim sebagai 

Sekretaris Desa 

2. 
Pada tahap ini, siapa yang bertugas 

sebagai penanggung jawab ? 

M. Qodim sebagai 

Sekretaris Desa 

3. 

Bagaimana cara pemerintah desa 

mewujudkan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi dalam pelaksanaan 

pengelolaan dan penyusunan dana 

APBDes ? 

M. Qodim sebagai 

Sekretaris Desa 

4. 

Apakah terdapat kendala yang signifikan 

pada tahap pelaksanaan pengelolaan 

APBDes ? 

M. Qodim sebagai 

Sekretaris Desa 
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5. 

Bagaimana proses pengambilan 

keputusan dalam menetapkan rincian 

kegiatan beserta anggaran dalam 

APBDes ? 

M. Qodim sebagai 

Sekretaris Desa 

Tahap Penatausahaan 

1. 
Bagaimana pelaksanaan penatausahaan 

pada proses pengelolaan APBDes ? 

Evi Susianti sebagai 

Bendahara Desa 

2. Adakah struktur mekanismenya ? 
Evi Susianti sebagai 

Bendahara Desa 

3. 
Siapa saja yang terlibat dalam proses 

penatausahaan ? 

Evi Susianti sebagai 

Bendahara Desa 

4. 

Apakah terdapat kendala yang signifikan 

pada proses penatausahaan terkait 

pengelolaan dana APBDes ? 

Evi Susianti sebagai 

Bendahara Desa 

Tahap Pelaporan & Pertanggungjawaban 

1. 
Bagaimana proses pelaporan atas 

implementasi pengelolaan APBDes ? 

H. Husnul Khuluq, 

S.E sebagai Kepala 

Desa 

2. 
Kapan jangka waktu untuk melakukan 

pelaporan ? 

H. Husnul Khuluq, 

S.E sebagai Kepala 

Desa 

 

3. 

Bagaimana tahapan pelaporan dan 

pertanggungjawaban atas implementasi 

pengelolaan APBDes ? 

M. Qodim sebagai 

Sekretaris Desa 

4. 
Apakah disetiap periode anggaran perlu 

disertai lembar pertanggungjawaban ?  

M. Qodim sebagai 

Sekretaris Desa 

5. 

Apakah dalam setiap periode kerja 

sebagai Bendahara Desa diperlukan 

dokumen pertanggungjawaban atas 

kinerja ? 

Evi Susianti sebagai 

Bendahara Desa 
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Lampiran 2 : Hasil Wawancara Penelitian 

Lampiran 2. Hasil Wawancara Penelitian 

No. Pertanyaan Jawaban Informan 

Prinsip Akuntabilitas & Transparansi 

Tahap Perencanaan 

1. 

Menurut bapak selaku 

kepala desa, proses 

perencanaan dalam 

pengelolaan dana 

APBDes sejauh ini 

apakah sudah dapat 

dikatakan baik jika 

ditinjau berdasarkan 

Permendagri No. 20 

Tahun 2018 ? 

Ya, semua sudah sesuai 

dengan prosedur, dalam 

menyusun APBDes kita 

mengadakan rapat kemudian 

musyawarah desa, kita dari 

masyarakat mengumpulkan 

aspirasi masyarakat terkait 

kebutuhan di wilayah masing-

masing, mana yang jadi 

kebutuhan mana yang menjadi 

prioritas, jadi kemudahan, jadi 

kita tahu mana yang harus 

didahulukan. Dalam 

penyusunan APBDes itu perlu 

kerjasamanya tim dari 

RT/RW, BPD, dan semua 

perangkat. 

H. Husnul 

Khuluq, S.E 

sebagai Kepala 

Desa 

2. 

Apakah bapak berkenan 

menunjukkan bukti ? 

Berupa dokumen-

dokumen, atau surat-

surat yang menyatakan 

bahwa APBDes tersebut 

sudah dapat dikatakan 

baik ? 

Alhamdulillah, semua sudah 

saya laksanakan sesuai dengan 

Permendagri, kita sudah 

memaparkan juga mulai dari 

transparan, karena didepan 

juga ada penggunaan APBD 

untuk tahun sebelum dan 

sesudah, tetap kita paparkan di 

depan. Maka itu, kita selalu 

transparan untuk pengunaan 

APBD. 

H. Husnul 

Khuluq S.E 

sebagai Kepala 

Desa 

3. 

Menurut bapak, 

bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam setiap 

proses perencanaan 

penyusunan APBDes ? 

Ya, alhamdulillah masyarakat 

juga kooperatif juga aktif 

dalam pembangunan di 

lingkungan desa. Karena 

semua itu tidak bisa berjalan 

H. Husnul 

Khuluq, S.E 

sebagai Kepala 

Desa 
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sendiri tanpa dukungan dari 

elemen masyarakat, dari RT, 

RW, BPD, semua itu harus 

berperan aktif karena tidak 

bisa bekerja sendiri, dari 

pemerintah desa juga harus 

berupaya meningkatkan 

kebutuhan desa dari yang 

sebelumnya kurang baik 

menjadi baik lagi, makanya itu 

perlu adanya musyawarah 

desa, kami sudah adakan 

musyawarah nanti ada usulan, 

ada gambaran, ada planing, 

nanti ada eksekusi 

pelaksanaannya. 

4. 

Apa yang perlu 

dipertimbangkan dalam 

proses menyusun 

anggaran APBDes ? 

Ya, kita harus menyusun 

dengan anggaran yang telah 

diterapkan dari Permendagri 

dari sini dari APBD 

Kabupaten, karena di 

Kesamben ini sudah memasuki 

desa yang mandiri, maka itu 

harus benar-benar kuat, harus 

mandiri, karena harus berperan 

aktif dari PAD, dari 

peningkatan aset desa kita 

harus tingkatkan terus, karena 

desa tidak berpacu pada 

penghasilan dari Kabupaten, 

kita harus mempunyai 

trobosan, mempunyai 

pemikiran lebih jauh karena di 

desa ini sudah mau mandiri, 

alhamdulillah penggunaan 

dananya sudah ada plot-

plotnya masing-masing, jadi 

tidak mengandalkan dari 

H. Husnul 

Khuluq, S.E 

sebagai Kepala 

Desa 
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APBD Kabupaten, seperti itu. 

Tahap Pelaksanaan 

1. 

Bagaimana mekanisme 

tahap pelaksanaan yang 

dilakukan oleh 

pemerintah desa 

Kesamben Wetan dalam 

proses mengelola dana 

APBDes ? 

Dari awal sebelum itu 

diflorkan, maka kita selaku 

panitia desa harus 

mengundang dari RT/RW, 

tokoh agama, tokoh 

masyarakat, terutama BPD 

karena selaku untuk yaitu 

memberi keputusan 

RAPBDES tersebut. Kalau 

tidak ada kehadiran dari BPD 

maka APBDes itu belum bisa 

disahkan karena keputusan itu 

yaitu yang memutuskan adalah 

BPD. Pemerintah desa 

mengajukan pada BPD 

sehingga RAPBDES itu 

menjadi APBDes apabila 

sudah disahkan oleh BPD. 

M. Qodim 

sebagai 

Sekretaris Desa 

2. 

Selain tokoh-tokoh yang 

tadi, mungkin ada tokoh 

masyarakat yang lain 

pak ? 

Ya itu tadi yang saya sebutkan, 

dari tokoh masyarakat, tokoh 

agama, ya termasuk RT/RW, 

termasuk LPMD, termasuk 

juga tim penggerak PKK yaitu 

ketuanya. 

M. Qodim 

sebagai 

Sekretaris Desa 

3. 

Kemudian, yang 

bertugas sebagai 

penanggung jawabnya 

siapa pak ? 

Penanggung jawab adalah 

seluruhnya untuk pembuatan 

sampai persetujuan dari BPD 

adalah tanggung jawabnya ada 

namanya panitia tim sembilan, 

tapi diketuai oleh SekDes. 

Ketua SekDes wakil ketuanya 

dari LKMD atau LPMD dan 

anggotanya dari yaitu tadi, dari 

perangkat desa yang 

berwenang, dalam artian untuk 

wilayahnya. 

M. Qodim 

sebagai 

Sekretaris Desa 
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4. 

Bagaimana cara 

pemerintah desa 

mewujudkan prinsip 

akuntabilitas dan 

transparansi dalam 

pelaksanaan pengelolaan 

dan penyusunan dana 

APBDes ? 

Untuk mewujudkan 

diantaranya, kita itu harus 

mempublikasikan dalam arti 

yaitu untuk banner, nah banner 

itu sebagai transparansi 

pemerintahan desa untuk 

dipublikasikan agar warga 

masyarakat itu semua tahu 

tentang APBDes tahun 

berjalan. 

M. Qodim 

sebagai 

Sekretaris Desa 

5. 

Apakah terdapat kendala 

yang signifikan pada 

tahap pelaksanaan 

pengelolaan APBDes ? 

Kalau masalah kendala 

signifikan itu tidak ada. 

Kendalanya kita dari 

Kabupaten masalah penurunan 

apa istilahnya, dana itu belum 

bisa dipastikan dalam artian 

pagu indikatifnya. Pagu 

indikatif itukan sebenarnya 

bulan sembilan itu sudah 

turun, lha kendalanya cuma 

disitu saja, tapi kan Desember 

sudah turun, lha padahal 

Desember itu sebenarnya 

harus sudah disahkan dari 

BPD per tanggal 31 Desember 

tahun sebelumnya. Tapi ndak 

apa-apa, pasalnya seharusnya 

kan bulan sembilan sudah 

turun, karena Kabupaten 

tunggu dari Pusat, karena ini 

dana APBN kalau APBD ndak 

masalah, dah itu aja. 

M. Qodim 

sebagai 

Sekretaris Desa 

6. 

Bagaimana proses 

pengambilan keputusan 

dalam menetapkan 

rincian kegiatan beserta 

anggaran dalam 

APBDes ? 

Penetapan itu, kita sesuai 

dengan PERBUP yang 

diturunakan dari Kabupaten, 

itu kita baru bisa memutuskan, 

karena pertama yang 

diputuskan itu dana sebelum 

M. Qodim 

sebagai 

Sekretaris Desa 
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PERBUP itu kan disetujui 

BPD, habis di BPD kita harus 

memilah-milah, dari memilah-

milah itu PERBUPnya itu dari 

Kabupaten bagaimana 

bunyinya disitulah kita 

menerjemahkan. Dari untuk 

APBD itu SilPa berapa, 

pemerintah berapa, untuk 

pemberdayaan itu berapa, 

untuk pembinaan itu berapa, 

untuk pembangunan itu berapa 

dan untuk biaya tak terduga itu 

berapa dalam arti seperti 

adanya Covid-19 kemarin itu 

kan didanai dari itu. Lha antara 

PERPRES, PERMENDAGRI, 

PERMENDES ditunjang 

dengan PERDA maupun 

PERBUP nah itu baru bisa 

mengklarifikasikan nantinya 

APBDes itu diarahkan 

kemana. Contoh seperti 

kemarin, jadi kita itu ada dana 

namanya dana ya BLT itu 

harus 40%, ketahanan pangan 

itu 20%, PPKM itu 8%, 

sehingga 68% itu kegiatan itu 

sudah ada pasti pagu 

indikatifnya dan sudah ada 

range-rangeannya untuk itu 

untuk ini, lha sisanya itu yaitu 

untuk pembangunan 

infrastruktur atau yang lainnya 

atau namanya diperbinaan, 

pemberdayaan itu bisa 

dimasukkan, itu masalah dana 

APBN. Tapi kalau APBD 
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yaitu sesuai kita hanya dengan 

SilTap sudah ya, istilahnya 

sudah nyukupno lah, istilah e 

kan sudah ngepas, dalam 

artian pas itu ya sudah tidak 

ada, karena apa ? ya sesuai 

dengan aturan, kita ndak bisa, 

lah itu kembali lagi nanti kalau 

kita dimasukkan di 

SISKEUDES kembali lagi ke 

aturan pakai 

PERMENDES/PERMENDAG

RI No. 06 Tahun 2014 itu kan 

30:70. Kalau 30:70 tidak 

sesuai maka SISKEUDES itu 

tidak bisa nge-link atau tidak 

bisa mau untuk diposting, nah 

itu kan kendalanya disitu. Tapi 

saya kira sudah 30% untuk 

SilTap itu, BKD itu tidak 

boleh termasuk. Nah itu kan, 

aturan-aturan selalu regulasi 

yang dari atas itu kita selalu 

mengikuti, sehingga apa, tidak 

terjadi ketimpang-tindihan 

apabila ada pemeriksaan itu 

kita sudah jelas aturan-aturan 

yang kita pakai. 

Tahap Penatausahaan 

1. 

Bagaimana pelaksanaan 

penatausahaan pada 

proses pengelolaan 

APBDes menurut ibu 

selaku bendahara desa ? 

Kan ini, penatausahaan disini 

itu pakai aplikasi SISKEUDES 

yang dari Kabupaten, 

semuanya sudah ada jadi 

tinggal input saja. 

Evi Susianti 

sebagai 

Bendahara 

Desa 

2. 

Berarti sudah tidak 

pakai pencatatan manual 

? 

Ndak.  

Evi Susianti 

sebagai 

Bendahara 

Desa 
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3. 

Jadi waktu mau 

pelaporan tinggal 

langsung input saja, 

tidak pakai coretan lagi 

? 

Iya, ndak.   

Evi Susianti 

sebagai 

Bendahara 

Desa 

4. 
Adakah struktur 

mekanismenya ? 

Yang pertama, SPP (Surat 

Permintaan Pembayaran) terus 

pencairan, kemudian langsung 

SPJ kegiatan. 

Evi Susianti 

sebagai 

Bendahara 

Desa 

5. 

Siapa sajakah yang 

terlibat dalam proses 

penatausahaan ini? 

Semuanya. Pelaksana 

kegiatan, terus Kepala Desa, 

Sekretaris Desa sebagai 

verifikasi (verifikator), 

Bendahara sebagai yang 

mengeluarkan. 

Evi Susianti 

sebagai 

Bendahara 

Desa 

6. 

Apakah terdapat kendala 

yang signifikan pada 

proses penatausahaan 

terkait pengelolaan dana 

APBDes bu? Mungkin 

pada waktu penggunaan 

aplikasi bu ? 

Sejauh ini enggak, karena 

semua sudah tersistem jadi 

langsung terkonek, sekali input 

kan semuanya langsung 

keluar. 

Ya namanya aplikasi kan 

servernya nggak pasti, kemarin 

maintenance 3 hari, dari mulai 

senin sampai kemari, baru 

sekarang baru bisa. Kendala e 

kadang internet, ya terkadang 

kan wifi kadang lemot soal e 

kan online.  

Evi Susianti 

sebagai 

Bendahara 

Desa 

Tahap Pelaporan & Pertanggungjawaban 

1. 

Bagaimana proses 

pelaporan atas 

implementasi 

pengelolaan APBDes 

tahun anggaran 2021 ? 

Ya, setiap kegiatanapa saja 

yang di desa semua dari 

penggunaan dana APBD, dari 

Jaspas, dari Polkir, semua itu 

langsung setelah selesai 

pengerjaan setelah 

pelaksanaan lalu dilanjutkan 

dengan laporan 

pekerjaan/pertanggungjawaban

H. Husnul 

Khuluq S.E 

sebagai Kepala 

Desa 
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, jadi semua itu dilengkapi 

semua, disini itu tertib, tidak 

mau tidak melaksanakan 

prosedur. Semua itu sesuai 

prosedural, kita harus bisa 

melaporkan, karena kita sudah 

melaksanakan dari awal sudah 

mempunyai rancangan 

penyusunan, setelah itu nanti 

pelaksanaan, setelah 

pelaksanaan selesai baru itu 

laporan. Jadi semua itu 

lengkap, tidak hanya 

perencanaan saja. 

2. 

Untuk jangka waktu 

pelaporan biasanya 

dalam berapa bulan pak 

? 

Ya, setelah pelaksanaannya 

selesai, satu bulan sudah 

selesai 

H. Husnul 

Khuluq S.E 

sebagai Kepala 

Desa 

3. 

Berarti untuk 

pelaporannya setelah 

diproses disini, nanti 

diserahkan ke 

Kecamatan terlebih 

dahulu baru ke 

Kabupaten ? 

Iya, pelaporannya ke 

Kabupaten tembusan ke 

Kecamatan terus Inspektorat, 

Kejaksaan semuanya itu. 

Makanya data dari desa itu 

nggak semua orang bisa 

mengakses karena kita bekerja 

sama dari APBD Kabupaten 

jadi kita harus mengetahui dan 

menggunakan itu semua 

dengan bijak, tidak semua kita 

itu kita florkan. Karena kita 

sudah memaparkan di pamflet 

di Balai Desa, sudah 

transparan semua. 

H. Husnul 

Khuluq S.E 

sebagai Kepala 

Desa 

 

4. 

Bagaimana tahapan 

pelaporan dan 

pertanggungjawaban 

atas implementasi 

pengelolaan APBDes 

Untuk pengelolaan itu apabila 

dana itu sudah masuk ke 

rekening, dana itu kan sudah 

namanya kita plot untuk apa 

aja. Nah kita plot itu kita ambil 

M. Qodim 

sebagai 

Sekretaris Desa 
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tahun anggaran 2021 ? sesuai dengan kebutuhan yang 

ada di lapangan, nah kalau 

sudah itu sesuai dengan 

kebutuhan di lapangan, kita 

ada namanya SPP (Surat 

Permintaan Pencairan) kepada 

yaitu Kepala Desa, dari 

Bendahara minta Kepala Desa, 

baru mengambil. Nah 

mengambil ini nanti namanya 

ada TPK (Tim Pelaksana 

Kegiatan)/tim pengelolaan 

dana, dari pengerjaan itu 

disampaikan bahwa ini lho 

kegiatan ini  tolong dikerjakan. 

5. 

Kalau 

pertanggungjawabannya 

pak ? 

Pertanggungjawaban apabila 

itu sudah selesai, dalam arti 

satu bangunan itu sudah 

selesai, maka kita harus 

melaporkan namanya yaitu 

pertanggungjawaban, baik itu 

ya istilah e kan nota, kwitansi, 

dan ditandatangani oleh TPK, 

oleh SEKDES, oleh 

Bendahara, bahwa dana 

tersebut sudah keluar sesuai 

dengan budget yang ada 

dilapangan yang dikerjakan. 

Karena itu nanti tidak menutup 

kemungkinan sekarang itu 

namanya ada PPn, PPh itu 

sudah termasuk dipotong PPn, 

PPh. Lha mulai april kemarin, 

Ppnnya dulu kan 10, sekarang 

11% ditambah PPh itu 1,5%, 

berarti 12,5%. Jadi PPh itu 

apabila kita belanja lebih dari 

Rp. 2jt, baru itu kena PPh. 

M. Qodim 

sebagai 

Sekretaris Desa 
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Kalau dibawah Rp. 2jt, maka 

kita akan bayar PPh 1,5%. 

6. 

Apakah disetiap periode 

anggaran perlu disertai 

lembar 

pertanggungjawaban ? 

Dan apakah hal tersebut 

berlaku juga bagi masa 

jabatan bapak ? 

Setiap ada kegiatan, kita tidak 

mau apabila sudah diprint 

namanya STPJM (Surat 

Pertanggungjawaban Mutlak) 

yaitu berupa faktor pendukung 

dalam artian nota maupun 

kwitansi, kita itu harus cross 

check, kalau sudah ada berarti 

kita sudah disahkan dalam 

artian oh ya ini benar, ini 

sudah lengkap, kalau belum 

lengkap dari data tersebut 

karena ada TPK (Tim 

Pengelolaan Keuangan) yang  

dilapangan saya suruh 

lengkapi semua biar kita bisa 

tandatangan dan akan 

dilaporkan.  

M. Qodim 

sebagai 

Sekretaris Desa 

7. 

Oh iya pak, yang 

pelaporan tadi biasanya 

dilaporkan dalam berapa 

bulan pak, setelah 

implementasi ? 

Bukan hanya berapa bulan. 

Kita kalau selesai pekerjaan 

langsung laporan. Karena kita 

sistem kerjanya 

SISKEUDESnya sekarang itu 

secara online, kita ndak akan 

berani. Karena kita mengambil 

uang, sana sudah tahu. Misal 

mengambil hari ini, kita 

namanya ada estimasi yaitu 

waktunya berapa minggu, 

berapa hari, atau berapa bulan, 

jadi namanya HOK (Hari 

Orang Kerja) itu sudah jelas, 

oh ya sudah selesai sekian dua 

minggu. Habis dua minggu 

selesai nota sudah ngumpul 

baru kita laporkan.  

M. Qodim 

sebagai 

Sekretaris Desa 
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8. 

Apakah dalam setiap 

periode kerja sebagai 

Bendahara Desa 

diperlukan dokumen 

pertanggungjawaban 

atas kinerja ibu ? 

Iya pasti. 

Evi Susianti 

sebagai 

Bendahara 

Desa 

9. 
Bentuk dokumennya 

bagaimana bu ?   

Ya langsung laporan realisasi 

penggunaan anggaran 

biasanya, terus kan juga ada 

buku kas umum, buku bank, 

buku pembantu pajak, dsb. 

Evi Susianti 

sebagai 

Bendahara 

Desa 
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Lampiran 3 : Daftar Data Hasil Observasi 

 

Observasi 

Lampiran 3. Data Hasil Observasi 

 
Data 1. PERDES Tentang APBDES Desa Kesamben Wetan 
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Data 2. APBDES 
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Data 3. Lembar Kesepakatan Kepala Desa Bersama BPD Atas Penetapan RKPDES 
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Data 4. PERDES Tentang Penjabaran APBDes 
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Data 5. Penjabaran APBDes 
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Data 6. PERDES Tentang RPJMDES Tahun 2020-2025 
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Data 7. Buku Kas Umum (BKU) 
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Data 8. Baliho/Banner APBDes 
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Lampiran 4 : Lain-Lain 

Lampiran 4. Data Lain-Lain 

 
Data 9. Surat Ijin Mengadakan Penelitian Skripsi 
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Data 10. Surat Keterangan Balasan Perijinan Penelitian Skripsi 
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Data 11. Lembar Pengesahan Skripsi 
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Data 12. Kartu Bimbingan Skripsi
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Data 13. Hasil Cek Turnitin 


